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KATA PENGANTAR

P uji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Pengadilan
Negeri Tolitoli dapat menyelesaikan penyusunan Reviu Renstra 2020-
2024.

Penyusunan Riviu Renstra Pengadilan Negeri Tolitoli
mengacu pada pedoman Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2020-2024.

Perumusan Rencana Strategis 2020-2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah
proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Tolitoli agar terlaksana secara lebih
terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Dalam perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan
adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan
perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu Renstra Pengadilan Negeri Tolitoli
tahun 2020 - 2024 perlu direviu untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan regulasi Mahkamah

Agung.

Akhir kata, Reviu Rancangan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 ini diharapkan
dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi
pengambilan keputusan dalam mencapai sasaran, tujuan dan visi yang telah ditetapkan Pengadailan

Negeri Tolitoli.

Tolitoll, 26 Janvari 2023
ffiski Ketua Papgadilan Neger Toltcl, |

-

ARRI DUAML SH. MH.
Nip- 188008272006041003

Reviee Rercarna Stvategis Jatiure 2020-2024
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PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Tooli sebagai Badan Peradian Umum tingkst perlama yang
melaksanakan kokuasaan kehakiman terlepas dan penganuh pemennah dan pengaruh jusr
lzinnya  Sebagsi lembsga yudikel! mempunyai tugas dan fungsi menenma, memerksa,
mengadill, memubus dan menyelesaikan perkara-periara pidena dan perdata yang masuk i
lingkat perama dalam rangka untuk mensukseskan pembangunen hukum dan keadean.
Pembangunan hukum dan keadilan mencakup aspek yang luas. Dimulai dari kemandirian
lembaganya, peningkatan pelaksanaan fungsi ulama yuridis, adminstrasi, penataan
kelernbagaan yang efisien dan efekdif dengan tatalaksana yang jedas dan frensparan, digwaki
oleh SOM sparslur yang profesional, berskuntabilitas kepada mira kesja [stakeholders),
sampai kepada adanya pengawasan yang proporsional serla menghasilkan pelsyanan prima.
Secars oparasional, kegtatan penyelenggaraan Good Govemance ditaksanakean cieh seluruh
|ajaran aparatur pemarintah, balk di pusat maupun didaerah, baik para lenaga feknis yundisnys
maupun tenaga adminstratinya.

Sehagal ealah saty pelaksana Kekuasaan Kehakiman Pengadian Neger Tolital
mempunya lugas sebagimana lercantum dalam Undang- undang Momar 48 Tahun 2009
tentang perubahan kedsa atas Undang-Undang Momor 2 Tahun 1986 fentang Pacadilan Urrum
adafah sebegai berikut:

1, Pengadiian Meger Tofoli sebagal kawal depan Mahkamah Agung Repubii indonesia
mempunys  tgas den  berwenang uniuk manenima, memenkss, memuiss  dan
menyalesakan perkara pidans dan perkara perdata yang masuix di lingkat pertama.

2. Pengadian dapal memberkan keierangan, pertimbangan. dan nasinat leniang hukum
kepada instansi Pemerintsh di daershnya, apabila dirminta.

Dalam merlaksanakan tuges tersebul Pangadian Neger Tolitoll mempunya: fungsi
sabagai berikut:

1) Fungsi Mengadili (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
a. Menerima memerksa, mengadili dan memulus perkara,
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b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke finghat Banding,
kaszsi dan Peninjauan Kembali (PKL
€. Melgksanakan pulusan (sksekusi) terhadap putusan vang lelah TN yai
kekuatan hukum letap,
) Fungsi Nasehat

a. PFengadian Negen dapat member nasehat atau perimbangan-pertimiangan dalam
bidang hukum kepaca lembaga pemarintah daerah dan lembaga lain yang meminta
(Unefang = Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 22 ayat (1)),

b. Melsiukan pengawasan terhadap para marapidana yang ada d| rulaniembaga
pemasyarakatan di wilayah hukumnya,

3} Fungs! Administrasi
Menyslenggaraken administrasi peradian {leknis dan persidengan), dan administrasi
umum  (perencanaanteknologi informasilpelaporan,  kepegawsianorgenisasil
\atataksanan, dan keuanganiumum ‘perfengakapan),

4] Fungsi lain
Antara kan melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayenan risetipenelifan dan
sebaganys serta memberi akses yang seluas-liasnys bagi mesyarskat dalam era
kederbukasan dan transparansi infoernesi peradilan, sepanjeng diatur gatam Hapulisan
Ketuz Mshkamah Agung RI Nomor: 1-144KMA/SKA2011 tentang Pedoman Palayanan
Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mshkamah Agung R
Nomor: 144K MASKAVEIZ007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Wiiayah Hukum Pengadiian Negen Tolitoll mencakup 10 (Sepulun) Kecamatan &
Kabupaten Tokiloll yaiu Kecamatan Baoian, Kecamatan, Galang, Kecamatan Dako Pemean,
Kecamatzn Donds, Kecamatan Basidondo, Hecamatsn Lempesho, Hecamatan Cgodeide,
Kecamatan Dampal Utara, Kecamatan Dampal Setatan dan Kecamatan Tolitli WHara,

Pengadilan Neger Toliah dibentuk dan didirikan tahun 1952 dengen luas wilaysh
masih maliputl Dasrah Tmghat 1| Buol - Tolibol, tapi pada tzhun 2008 Pengadiéan Negenr Buol
akhimya bardin sendiri atau levpisah darf Pengaditan Negen Toitoll saal inl Pengedian Neged
Toiitodi telah beberapa kall bergantl Pajabat Katua dan Pejabat Ketua Pengadsian Yaitu:
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BESTARI YEBO, SH Periode 1970 - 1074

P. LIMA, SH Pariode 1974 - 1978

FURBA, SH Periode 1378 — 1983

SITUMORANG, SH Periode 1853 - 1887

IDRLIS MUHAMMAD POESADAN, SH periade 1988 — 1991
NAWISAR ANWAR, SH Periode 1991 - 1983

DADA TUWO TOBU, 5H Periode 1953 - 1958

H|. HAMIMANG, SH Periode 1398 - 2003

H.M. LUTHFI, SH., MH. Pariode 2003 - 2008

10, FIRZAL ARZY, SH., MH Pariode 2006 - 2008

11, JOOTJE SAMPALENG, SH., MH Periode 2008 — 2011

12. DIDIT SUSILD GUNTONO, SH., MH Periode 2011 - 2013
13. KUNADI, SH. Pariods 2013 — 2014

14, AHMAD YANI, 5H., MH. Periode 2015 - 2016

15. JOKO DWI ATMOKO, SH., MH. Periode 2017 - 2018

16. H.8YAHBUDDIN.SH. Periode 2013 - 2020

17. SAPTONO, 5 H., M.H. Periode 2020 - 2022

1B, ARRI DUAMI, SH. MH. Periode 2022 sampai sekarang.

W om N @ AL

Dalam menyalenggarakan administasi pengadian, bedumiah pemsonil pada
Pengaditan Neger Tolifoli sebanyak 29 orang vang ferdid dan Ketua, Hakim, Panitera,
Selerptaris, Panitara Meda, Kapala Sub Bagan, Panitera Penggantl, Jurussta dan Staf, dengan

rincian sebagai beriut
W e R 1
1 Waki Kelua 1 Orang
2  Hsxim 7 Orang
3 Panilera 1 Orang
4  Sekrotars 1 Crang
§  Panitera Muda Pidana 1 Orang
7 Panitera Muda Perdala 1 Orang
8 Panitera Hukum T Orang
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8  Kepal Sub Bagian Perancanaan, 1 Orang
Teknoligi informasi dan Pelaporan
10 Kepala Sub Bagien Kepagawaian

Organisasi dan Tata Laksana
1 Kepala Sub Bagian Umum dan 1 Orang
Kouangan
12 Panilera Pengganti 2 Orang
13 Jursits 1 Orang
14 Pranala Kompuber 1 Orang
15 Arsipars 1 Ovang
16 CPNS 1 Qrang
17 PPNPN B Orang

Uratan Tugas dan fungs! Pengadiian Meger Tolkol sesual strukier organisasi

Pengadilan Negeri Tolifoli berdasarkan Perma T Tahun 2015 fentang Organisasi dan Taia Karja
Kepanitraan dan kesekrefarialan peradian adelah sebagel berkut

Tugas Dan Wewenang Ketua:

1.
2

Ketua Pengadilan mengatur pambagian tugas para Hakim.

Kotua Pengadian membagikan semua berkas dan @au sural - sural keinnya yang
harhubungan dengan perkera yang diasjuksn ke Pengadilan kepada Majels Hakim unluk
dselesalkan,

Mamaenntahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang benaku.
Manatapkan biaya Kejurusitaan lemmasuk Daya eksekus:.

Manetapkan, pefaksansan telang, feEmpat pelaksanaan belang, parimbangean putusan yang
dilamplian namun tidak terpisahkan dan menjadi salu kesatuan dengan pulizsan.
Melaksanakan pulussan serta marta;

- Dalam hal perkara dimahonkan banding waiih meminta §in kepada Pangadilan Tingg!.
- [Dalam hal perkara dirmohonkan kasas waiib minta izin kepada Mahxamah Agung.
Menatapkar/manentukan har-har lerterty untuk malakukan persidangan pericana.
Menelapkan panjar biaya perkara.
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10.

",
12

13,

14,

15,
18,

17.

8.

m,

21.

23

|

Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan,
Mendeiegasikan wewenang kepada wakil Kefsa untuk membagi perkara permahonan dan
menunjuk Hakim uniuk menyidangkannya.

Menunjuix Haigm unhuk mencatat gugatan stau permohonan yang diajukan secara fisan.
Memerintahkan kepada juusita unfuk melskukan pemanggilan agar terhadap tarmohon
eksekusi dapst dakukan " teguran * [aanmaning) untuk memenuhi pulusan yang felah
berekuatan hukum tetag, putusan sera merta, putusan provisl dan pelaksanaan eksekisi
lzinya.

Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka wakiu tertentu dalam hal ada gugatan
perfawsnan,

Berwenang menangguhkan ekselusi delam hal ada pemmohonan peninjauan kembali
hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung.

Memerintahkan pelsksanaan lelang.

Menersskan kepustakean hukum yang dierime dend Mahkamah Agueng kepade Hakim-—
Halém Pengadilan Negen yang barsangkutan,

Menetapkan/menentukan hari-hari lerenty unfuk melakukan persidangan perkara dangan
acara singkat dan capat,

Membagi perara dengan acara binga, singkat. cepat, praperadilan dan ganfi rugi kepada
Hakirn unituk dissdangkan,

Kefua Pengadilan menetapkan parkara yang hans diadii bendasarican nomor i, kecuali
tarhadap tindsk pidana yang pemerksaannya harus didahulukan.

Manandatangani surat penetapan penahanan perpaniangan penahanan.

Membuat daftar Hakim dan Panilera Pengganti yang berfugas pada har sidang agar
parsidangan dapat dimulal fepatl wakiu,

Memerintehian jurusila untuk memberifahukan pulusan verstek kepada penyidik, &
piibusan kasasi kepada terdakwa /pemohon banding atey kasasl.

Dapsl mendeiegasikan wewenang kepada wakil Katus uniuk mambagl perkars padana
dangan acara singka!, cepat dan juga untuk menunjuk Hakim yang menyidangrannya.
Memberikan izin berdasarkan ketenbuan undang-undang untuk membawa keluar dari
ruang Kepaniteraan: dafar, catatan, risslsh, berita scara, serta barkas perkara.
Menyerahkan barcas parmohanan grasi kepada Hakim untuk diproses.

Menugaskan Hakim untuk bedindak selaky Hekim pengawas dan  pengamal
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(KIMWASMAT) secara periodi,
Tugas Dan Wewenang Wakll Ketua Pangadilan.
1. Melaksanakan fugas Ketua apabida Ketua berhalangan.
2. Melaksanakan fugas yang didelegasikan oleh Kebuz kepadanya tenmasuk
pembagian parkara parmohonan,
3. Melaksanakan tegas yang didelegaskan oleh Kelua kepadanya formasuk
pendelegasian wewenang pembagian perkera dengan acara singkal dan

perkara tindak pidana ringan dengan pembagian yang merata kepeda semus
Hakim

Tugas Dan Wewenang Hakim:

1. Menstapkan hari sidang.

2. Membuat calatan pinggir pada berifa scara dan pulusan Pengadilan Meged menganai
hukwm yang dianggep penting.

3. Befanggungjawab stas pembualan den Webenaran berta acara persidamgén dan
manandatanganinya sebelum hari sidang barkutnya.

4. Dalam hal Pengaddan binggi melekukan pemenksaan tambahan untuk mendengar sendir

pare phak dan saksi maka Hakim beranggungiewsb aigs pembustan dan kabenaran

berita acara persidangan serta menandatanganinya.

Mengamuicakan pendapal datam musyawarah.

Menylapkan dan memaral naskah putusan kengkap untuk usapan.

Merendatangani pulusan yang sudah ducepkan dalam persidangan.

Melaksanakan pembinaan dan pangawasan bedang hukum perdata yang ditugaskan

kapadanya.

9 Melksanakan pembinaan dan pengawsssn terhadap penyelenggaraan peradilen di
Pangedilan Megeri yang ditugaskan kepadanya.

10, Menetapican han sidang uniuk parkara acara biasa

11, Menetapkan lerdakwa ditahan, dikeluarikan dari lahanan stau dinubah jenis tehanannya.

12, Bertanggung jawsb ates pembuatan dan kebenaran berita acars persidangan dan
manandatanganinya sebalum sadang barikunya

13 Hakem waijib menandatangani putusan yang sudah divcapkan dalam persidangan.

14 Menghubungi BISPA agar menghadin parsidangan dalam hal terdakwanya masih dtawsh
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1
16.

1.

18,

wmur.

Mempreses permohonan grasi.

Melavukan penpewesan dan pengamatan terhadap keadaan dan pesiaku narspidans
yang berada di 'smbaga pemasyarakatan,

Melakukan pengawasan yang difugaskan Ketua uniuk mengamsti apakeh pelaksanaan
iigas menganai panyelenggarsan adminisirasi dan ekselusi serta melaporkannya kepada
pimpman Pengadilan.

Mempelar dan mendiskusikan secara berkala kepusiakaan hukum yang diterims dar
Pengadiian Tinggl dan Mahkamah Agung.

Tugas Dan Wawenang Panitera:

2
3.
4,
B
B
T
e
L}

1
11.

12

13.
14,

15

18
1T.

Membanty hakim dengan mengikull dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

Mambual daltar semua parkara yang dierima di Kepaniteraan.

Menyusun berila acara persidangan.

Memberilahikan pulusan verstek alau putusan diluar hadi.

Membuat salinen pulusan

Mengirim berkas parkars yang dimohonkan banding, kasas| dan paninjauan kembali
Pemunguian bigya - biaya Pengadilan dan menyedorkannya ke kes negara.

Menarima uang Bipan plhak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua Pengeadilan.
Matiagalisir surat - surak yang akan dijadikan buksi dalam persidangan.
Menarima suratl kuasa khiesus.

Meiaksanakan, melaporkan dan mempedanggungawabkan cksekusi yang dipenniahkan
cleh Ketua Pengadilan.

Mefaksanakan mengawasi dan mekaporkan pefelangan yang diugaskan! cperinlahkan
inleh Ketia Pengadilan.

Membuat akta- akia.

Bertanpgungjawab alas pengurusan berdas perkara, dokumen puiusan, akis, buku
register, barang bukf, sural-sural kainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

Menerima serts membuat register semua perkara dan panmohonan grasl dilerima o
Kepanileraan.

Mengirimkan berkas perkara yang dimchonkan banding, kasasi, atau peninjauan Kemball
Mangirimian berkas permohonan grasi ke Kejaksaan Neger.
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18. Manyerahkan arsip berkas perkars dan akiz kepada Paniters Muda Huum,

Tugas Dan Wewenang Sekretaris:

L e

~ oo oa

Memaral sural-sural keluar {lermasuk Surat Tugas) yang akan ditanda fangeni Ketua /
Wakil Katua
Menanda-tengani sural-surat keluar berkenaan dengan bidang Kesekretanatan,
Mendisposisd surat-surat masuk unfuk didistnbusikan ke Sub Bagiar sebagai Unit
Pergedola (untuk dilindak anjuli)
Metakukan penilgian terhedap bawahan terkait dengan pembuatan SHP
Melaksanakan lugas sebagal Kuasa Pangouna Anggaran (KPA)
Metaksanakan funpsi Pengawasan internal & bidang Kesekretariatan.
Melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Adminisirasi, Organisasi, Kewangan,
Sumber Daya Manusia serla Sarana dén Prasarana &f Lingkungan Pengadilan Neger
Tolitcl dengan menyelonpgarakan fungs ©
- Peiaksanagn Urusan Perencanaan Program dan Anggaran
Peiaksanaan Urusan Kepegawalan
- Pelaksanasn Urusan Keusangan
« Pelaksanasn Penalzan Organisasi dan Tata Laksana
Pglaksanaan Pengeiolan Teknologi informasi dan Stafistik
- Palaksanaan Urnusan Surat menyurat, ansip, perlangkapan, rumah tangga, keamanan,
keprotokolan dan pespustakaan,
Pelaksanaan pemanlavan, evaluasi dan dokumentasi serla peiaporan @ lingkungan
Kesekratariatan Pengadilan Neger Tolitoli,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran:
- Menanda-tangani SPTIM {Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutiak)
-~ Melakukan pengendalian aies pelaksanaan program agar dilaksanakan secara
affekiif dan effisien
- Malaporkan hasil pelaksanaan program yang berada dibawah koordinasinya kepada
Sokretars MAR| selaky Pengguna Anggeran/ Panggena Barang dalam rangka
mancagai fiuan Rencana Strelegis MARI
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- Menyampaikan LRA dan Meraca sefiap bufan kepeda Unit Akuniasi Pembaniy
Pengguna Anggaran’ Pengguna Barang Eselon | dan Kantyr Wisyah
Perbendaharaan selambat-ambatnya anggat 7 (ujuh) bulan berdktnya
Milaksanskan tindak lanput hasil pemerlksaan sparat pengawasan fmngsional
Mizlaksanakan fugas lerksit Pengadaan Barang! Jasa
a Menesapkan Paiabat Pembuat Komitmen [PPK)

b. Menetapkan Panitia/ Pejabat Penedima Hasil Pekeraan
¢ Menetapkan PPSPM
d. Menetepkan bendahara pengeluaran dan staf pengelola keuangan

< Menetapkan Rencara Kerja Tahunan (RKT) dalarm pedoman operasional kegiatan
sesua dengan program berdasarkan tugas dan fungsinya yang diliangkan dalam
DIPA
Bartanggung-jawab  terhadap keberhasilan program  yang berada  dibawah
koordinasinya defam rangka mancapai tujuan Rencana Stradegis (Renstra) MA dan
mengamin tercapainya outcome vang lelah ditelapkan
Secara  moral  dan materal  bertanggung<awab  kepada  Pengguna
Anpgaran/Pengguna Barang teshadap pelaksanaan program yang berada dalam
penguasaannya
Mananda-tangani admirsstrasi pembukuan bendahara pengeduaran

- Menanda-tangani Berita Acara Rekonsiliasi Sal

- Menarda-tangani SK tentang lembur’ honorvakasi

- Melakukan pemeriksaan kas bendahara pengeluaran sakurang-kurangrya 1 (sabu)
bulan sekall dalam 1 {satu) fahun anggaran.

Tugas Dan Wewenang Panitera Muda Perdsta:

1.  Membaniu Hakim dengan mengikuli dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan bevkae
parkara yang masih berigisn dan unmsan lRinnya yang berhubungan dengan masaah
perdaia

3. Mengembalikan berkas sural permohonan / surat gigalan serfa dokumen — dokuman
lerkall yang belum lengkap denpan melampirkan daflar perksa supaya pemohon |
pengguoat atau kuasanya dapal melenghapi sural - surat sesual dengan kekurangannya.
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10.
1.

Menentikan besarmya bisya panjar perkara untuk kemuodian dituangkan dalam surat
kuasa untuk meEmhayar (SKUM)

hemteri nomor regisier pecia seliap perkara yang dienima di Kepeniteraan,

Mencatat seliap perkara yang diterima kedalam buku register disertai cataten singkat
tentang isinya.

Menyiaphan salinan pulusan kapada para pinak yang berperkara bita memintanya.
Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding. kasasl dan paninjauan kembali.
Meryerahkan arsip berkas perkara kepada Panilera Muda Hukem,

Mengisi SIPP sefiap ada perkembangan dalam proses pedsara pendata.

Membuat Laporan Parkara Perdata pada sefiap bulainya.

Tugas Dan Wewenang Panitera Muda Pidana:

1.
2

e g
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Mambaniu Hakim dengan mengikuf den mencatal jalannya sidang.

Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan
berkas perkara yang masih berjafan termasuk barsng bukli dan uusan lain yang
berhubungan dengan perkara pidana.

Member nomor register kepeda sefiap perkara pidana yang diterima di Kepaniteraan.
Mermiberi nomor register kepada setiap perkara dengen acara singkal

Mencalai seliap perkara yang dierima kedalam buku dafier diserisi calafan singhat
ientang isinya

Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasas atau peninjauan kembalk.
Menyiapkan berkas permoehonan grasi.

Menyerahkan arsip berkas perkars /jpermahonan grasi kepacs Panitera Muda Hukum.
Mengisi SIPP setiap ads perkembangan datam proses perkara pidana.

Membust Laporan Perkara Pidana pada seliap bulannya.

Tugas Dan Wewenang Panitera Penggant!:

Marmbaniu Hakim dalem persidangan peskara perdata dan pidana sarta melaporkan
kegiatan persidangan tersebut kepada Panilera muda yang bersangkutan,

Panitera Panggant membarty Hakim dengan mengikuli dan mencatat jalanmya sdang,
Membaniy Hakim dalam hal membuat penetapan han sidang.

s b v &




4, Membuat penetapan sia jaminan.

5, Membual berita acara persidangan yang harus selesal sebelum sidang berikutnya.

B, Melaporkan kepada Paniiera muda unfuk dicatat dalam register perkara mengenal
panundaan har - han sidang, perkara yang sedang putus berikul amar putissannya,

7. Menyarahkan berkas perkara kepada Paniters muda bila sudah sedssai dminutasi,

B Membuat penetapan terdakwa letap ditahan, dikelearkan dari tahanan,

8. Membuat berita acara persidangan yang harus selesal sebalum sidang berikutnya.

10. Mefaporan barang bukli kepada Panilera,

11, Melaporkan kepada Penitera muda pidana mengenai panundaan had sidang.

12. Menyerahkan berkas perkara kepada Panilera muda pidana, perdata, bila teiah selesa
dimunitasi.

13. Mengisi 5iPP sefiap ada perkembangan dalam proses perkara yang ditengani,

Tugas Dan Wewenang Jury Sita;

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan cleh Ketus Pengadian, Ketus Majelis dan
Panitera.

2 Menyampaikan pengurmuman—pengurmuman, leguran-teguran, protes—protes.  dan
pembentahuan pulusan Pengedian menurut ketentuan undang = undang

3 Melakuksn penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Megeri, dan dengan belii melihal
Inkasi batas- batas tanah yang disila beserta sural — surainya yang sah apabila menyita
tanah.

4. Membuat besita acara penyitaan, yang safinan resminya diserahikan kepada pihak-pthak
yang berkepentingan, kepada badan pertanahan nasicnal setempat.

5. Melakukan penawaren pembayaran uang Hipan pihak kefiga serts membuai berila
acaranya.

6. Metaksanakan fugas di wilayah yurisdiksi Pengadilan Neger yang bersangkutan.

Tugas Dan Wewsnang Kepala Sub-Bagian Umum Keuangan:

1, Mengawasi dan berfanggung jawab lentang adminsiras tata persuratan,

2 Mengawasi dan berlanggung jawah lentang administras: periengkapan kanlar,

3. Mengawasl dan berfanggung @wab tentang administrasi kerumah tanggaan kantor.
4. Berlanggung jawab ierhadap keberadaan dan kondisi invertaris barang,
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11.
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4,
15,
16.
17

18.
14,

Manghimpun adminisirasi perencanaan.

Marmbagl tugas masing — masing stafl sub bagian umum yang lelah ditentukan sasca
dengan jobdeek masmg — masing.

Mengawasi penyslesaian tugas di sub bagian umum agar sesusi largel yang felah
dilentukan sesuai dengan S0P

Mengevaluasi pelaksanaan lugas pada staff Sub umum dan Keuangan,

Menyusun rencana kera tghunan yang beshubungan dengan sarana dan prasarana,
Menyusun rencana kerja dan program kerjg sub bagian umuen dan kevangan setis awal
tahun.

Malakukan permnbebanan lagian kepada megara,

Melahutan pengawasan anggaran ferhadsp pelaporan den penatausahaan Buku Has
dan Buku Pembantu pada Bandahara Pangeluaran dan Bendahara Penenma.
Meneliti dan memaraf Laporan Reaksasi Anggaran secara manusal DIPA D dan 03
Menesill dan memaraf Laporan PNBP peranggung jawaban Bendahara Penerima.
Mengadakan rapet dnas / koordinasi dengan bawahan.

Mangadakan konsullas! dengan atasan seliap wakiu diperiukan.

Manyampaikan saran / usul kepada atasan.

Mengevaluasi prestasi kerja pada bewahan.

Malaporkan pelaksenaan tugas kapada atasan.

Tugas Dan Wewsnang Kepala Sub-Baglan Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana:

1.
2

ey W renseresr Viauafog s A ailieed My L =N

Bertanggung iawab pada pengadaan Pegawa (formasi, penenmaan dan pengangkatan).
Bertanggung jawab pads tata ussha kepagawalan (izin, dispensasi, surat - surst
keferangan)

Beranogung jawab pada penfiaian dan hukuman (sural-sural yang berkensan dangan
peniaien dan hukurman.

Bertanggung [awab pada pembinaan mental (surst — sural yang berkenaen dengan
pemibinaan mental pegawal termasuk didalam pembinaan kerchanian),

Bestanggung jawab pada mutasi (kepangkatan, kenaikan gajl berkala, penyesuaian masa
kerja, panyesusian tunjangan keluarga, alih tugas jabatan strukiural dan fungsianal).
Beranggung iawab pada kesejanteraan (kesehatan, cubi, rekreas: dan olahraga, bantuan
soslal, koperasi, perusmahan, antar jempul dan penghangaan),




7. Bertanggung jawsb pada pemutusan hubungan kera (surat — surst yang berkenasn
dengan pensiun pegawal).
Bertanggung jawab pada penpeiciaan data dan informasi kepegawsian,
Bertanggung jawab pada organisasi dan tata lsksana (surat menyurat, uraian pekeriaan,
perancanzan, laporan umum, monitoring, evaluasl Laporan bulanam, tiwulan, semestar
dan 1ahunan, penyusunan prosedur keqa, penyusunan pembaharan sarana kana)

Tugas Dan Wewenang Kepala Sub-Bagian Perencanaan, Teknologi informasi den
Pelaporan:
A, Parencanaan
1. Melekukan rapat internal pimpinan untuk membahas usuian Rencana Kerja Anggaran
KemenirianiLambaga (RKA-KL) untuk tahun berkidnya;
2. Meneldi penyusunan TOR dan FAB sera dala dukung lainnye seda Penyusunan
Rencana Karja REA-KL,
3. Menyusun Rencana Kegialen Sub Bapian Parsncanaan. Teknologl Informasi dan
Pelaporan sellap tahur;
4. Menalit hasil usulan Rencana Kerja Anggaran sebelum dikiim ke Ketua Pengadiian
Tinggi Palu;
B. Teknologi informasi
1. Pengelolsan Perangkat Keras (Handware) pandukung Teknologi informesi|
Menyusun perancansan pengembangan/pemelharaan Perangkal Keras Teknologl
Informasi;
- Mengawasi dan mengevaluas: [serta malaksanakan apabila mampu) palakeanaan
pengembangan | pemeliharaan Perangkal Keras Teknologi informasi;
Membaniy melaksanakan aderinistresi dan invenlarisasi Perangkal Kerac
Teknologi informasi mendukung tertib administrasi data Barang Milik Nagara yang
dikeiota oiah Sub Bagian Tala Usaha dan Keuangan;
Mangewasi den mengevaluasi (serta melsksanakan apablla mampy) pelaksanaan
SosialisasiPelathanBantuan carm penggunasan Perangkal Heras Teknclogl
Informasi
7 Pengalolaan Basts Dala dan Perangkat lunak (Software)
4. Pengelolaan Jaringan Kompuber
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4. Pengelolaan Websile dan Media Sosial,
C. Pelaporan

1. Meaksanskan pemantacan alas pengisian dala pada  Sistem  Informasi
Pengadian;

2. Mensifi, mengkoreksi dan memparafimenandatangani Laporan Bulanan Sub
Baplan Perencanaan, Teknotogi Informasi dan Pelaporan.

3, Menoit data danfatay statistik yang diperoleh dari Sistem Informasi Pengadilan
meupwn secara manual dari seliep Kepandleraan dan Kesekmeisnalan unbus
kaparan pembuatan laporan rulin (Laporan Tahunan, LKJEP] matpun l=poran
Insidenti| atas dasar permintaan

4 Melakukan penyiapan behan monitonng, evaluesi dan pelaporan

5 Menarima Sural masuk dari baglan umum sera mengkonfirmas! di aplikasl surat
SN,

B  Memuluskanimemberikan patunjuk akan indak lanjut alas sural masuk.
7.  Membual drafi jawaban atas surat maesuk apabils surat masuk memarkikan jswaban,

13 POTENS DAN PERMASALAHAN

Pengadilan Neger Tolicdi dalsm memenuhi funtutan masyarakal pancar keadilan.
gkan menghadag: potensi dan permasalshan yang semakin kompleks. Dengan banysknya
tantangan tersebut maka dituntut adanya peningkatan kinera Pengaditan Neger Tolrol dalam
mempercepal terwudnya kepastian hukum yang berkeadilen. Disemping banyaknya
permasaiahan yang dhadapi, Pengadian Megeri Tolftof mempunyai potensi yang cukup
banyak untuk memenuhi tunfutan masyarakal bersebat.

A. KEHKUATAN (Strength)
Kekuatan Pengaditan Neger Tolich sebagal Badan Pesadilan mencanghup hakhal yang
secara peraturan’ peruntang-srdangan sudah diberikan sampel dengan hal-hal yang
dikerbangkan, mencakup:
1. Pengadian Meger Tolioll adalah pelaksan kekuasaan kehaloman yang beriugas
menyelanggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khusus o
Wilayah Tolitali.
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. Pengadilan Neger Toliiofi adalah unsur Muspida dan memilikl hubungan baik dengan

pemerintah dagrah & wilayah Tolilodi.
Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadian Megeri Tolol selaky
pengadilan tingkal pertama.

. Peringkatan penyelesaian minutasi perkara demi ferwujudnya peradilan yeng cepat

vailu dengan memastikan kesiapan konsep pulusan, berits Bcara seb#lum putusan
dibacakan,

. Optimalizsi peleksanaan sdang sesuzi jadwal yang ditentukan uniuk percepatan

penyelesalan perkara.

. Adanya Standar Operasions Prosedur

Pergadilan Negen Tolitoli dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan
mamanuhi standar pelayanan minimal peradilan, guna mandukung hal tersebut maka
parie dibuat pedoman fata cara penyusunan Sandar Dperasionsl Prosedur,

Dengan kshimya Sural Kepulusan Sekretans MA-RI Mo, 002 Tafn 2012 Tenlang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur D) Lingkungan Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan No, 07 Tahun
2012 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Slandar Operasional
Prosedur DI Linghungan Mahkarmah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di
Bawahnya, Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya dalam manalankan
tugasnya menjadi semakin feruur,

. Adanya Tunjangan Kinefa

¥esaighteraan marupakan salah satu komponen penfing dalam meningkatkan kinerja
dan produktifitas pegawai dalam melaksanakan layanan peradilan,

Dengan adanys lunjengan kieeda ini menjadian produkiifias kinera, disipkn dan
inteqgritas agaratur Pengadilan Megerl Tollol dalam melakukan pelayanan kepada
masyarakat pencar keadilan meningkat sangat esgnifian.

Siglem Pangawasan intemal sudah Balk

Pengawasan merpaian komponen penting untuk kinerja aparatur Pengadilan Meger
Tolitoii, dengan pengawasan yang baik akan menghasiican kineria yang optimal.

. Telsh disediakan meja informasi sebagei pembed informasl yang lenghes kepada

pancan keadilan yang berkunjung ke Pengadilan Megerl Tollioli, meja informas juga
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berfungsi untuk membardkan penjelasan mangensi proses persidangan yang sedang
dijateni para pancari keadilan,

. Pengadilan Megeri Tolitoli telah menpgunakan SiPP (Sistem informas! Penclusuran

Parkara) dimana dalam aplkasi tersabut teiah dapat dilihat fransparansi parkara yang
ada di Pengadilan Mageri Tolitol.

Gambar 1.1 SIPP (Sistam informasi Perelssuran Parkara)

. Panggunaan Teknolog informasi sabagai satah satu benfulk fransparansi serfa sarana

pemberian informas Kepada masyarakat terus di tingkatkan melall Website
Pengadilan Neger Tolitell “http/fwww.pn-lofitoli go.id. dengan selalu mengupdate berila
dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan Pengadilan Negeri
Tiolitoli.

Gambar 1.2 Web Site Pengadiian Negeri Tolfal

[ =

Pengagilen Negeri Toliiol tefah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pinlu (PTSP)
Peavsanaan Pelayanan |emaoy Sam Pen |PISP) paca Fengadian  foiitod
berdssaken Sural Kepufusan Direkiwr Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
J230DUISHKHMOZ 31112019 lentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Paraditan Umum Nomor 77/DJU/SKS HMOZ2 3722018 tantang Pedoman Standar
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Palayanan Terpadu Satu Pintu (PTS®) Pada Pengaditan Tinggi dan Pengadilan Neger
1anggal 12 Novermber 2019 Pelayanan Teratu Salu Pink, yang selanjuinya disingial
PTSP adaiah pelayanan secars teriniegrasi dalam salu kesstuan proses dimulai dan
tahap awal sampai dengan lahap penyelesaian produk pelayanan pengadilen melali
satu péntu. Pefayanan Terpadu Satu Pinty (PTSP) melipusi bagian kepaniteraan pidana,
Kepaniterasn perdata, kepaniersan hukem dan bagian umum.

Gamba 1.3 PTSP Pengadian Negar Taffol

13, Adanya aplikasl PTSP dalam pengeiclaan sural mesuk dan surat keluar pada

Pengadilan Negeri Tolioh.
Gambar 1.4 Apiikasi PTSP

e —— * .

14. Pengaditan Neger Toiiloi telsh menerapkan E-Court Penerspan E-Coun pada
Pengadian Meger Tololl berdasarkan Perafuran Mahkamah Agung R.. Nomor 1
Tahun 2019 tanggal € Agustus 2019 tenlang Adminisirasi Perkara Dan Persidangan [
Pengadilan Secara Elsktronk dan Pengadilan Negeri Tolitel telah menyediakan Maja
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Pojok e-Court dan Mejs Inzage sesusi dengan Sural Keputusan Direkiur Jendersl
Badan Peradfian Urmum Nomor 3239DJUMSKHM02. 3112019 lentang Perubahan
Sural Kepulusan Direklur Jendersl Badan Peradiian Umom Nomor T7DJUISK/
HMOZ 322018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Setu Pintu (PTSP)
Parla Pengadilan Tingg! dan Pengadian Neger tanggal 12 November 2019

Garnbar 1.5 E-Cowt Pengadilan Negen Tolfol

15, Pengadilan Neger Toliloll teiah menerapkan pelaksenaan pelayanan permohonan
surat keterangan melakul aplikasi Eraterang.

Gembar 1.8 Erslarary

Praterang

16. Adanya Aplikasi Sstem Informasi Kepegawsian (SIKEP) yang mana samua dela
pegawa temsimpan dalam dokumen esekironk, sshingga dapst diakses cengan mudah
dibanding penyimpanan berbasis kartas (paper besed).
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Gambar 1. 7 Aplias’ Sietem informasi Kepegamaian | SIKEF)

17. Pada Pengadian Neger Tolitol telah lersedia Ruang Sidang Elekironik.
Gambar 1.6 Ruang Sidang Elakirorh

18, Pengadiian Megerl Tolitoli telah berhasil mempercieh Serifikasi APM (Akreditas|
Penjarminan Mutu) dergan predikat A Excellent dan Difen Badan Peradilan Umum,
Gambar 1.9 Sentiksl Atrediss
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19. Pengadilan Meger Tolitof telah menerma Pengghargean Peringkal | sebaga
Pangadilan Terbaik dalam Pelaksansan Mediasi pada Ketegor Peradilan Umum Kelas
ik

Gembar .10 Sarfifikat Peringkat | Pengacien Terbalk dalam
Peiakzanasn Mediag! peds Ketegor Pergcian Unum Kelas i

20. Pangadilan Negeri Tolitoli telsh menerima Penghargaan Peringkat | Capaan 1KPA
Pagu Kecl Tahun Anggaran 2021 dan Kementrien Keuangan.
Gambar 1.11 Seriffika! Paringlad | Capaian [KPA Pagu Kecl
Tehun Anggeran 20217
LU l-|||.|-||l.?,l.lj EELLAMGAN
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21. Pengadilan Negeri Tolifli telah menerima Penghangaan Perngkal Harapan 2 Sebagal
saiuan keda denpan Pelasanaan Rekonsiiasi Terbaik Lingkup Kanlor Pelayanan
Perbendsharaan Negara Toliloll Tahun Anggaran 2022




Gamtar 1,12 Plegam Panghargean Paringkal Herapsn £ Pelasaraar
Rekonsilas) Terbalk Tatum Anpgaran 2072

#Z. Pengadeian Negeri Tofitoli menenma Penghargaan dan Pengaditan Tingg Sulewesi
Tengah atas Prestasi menempali Peringlai 2 Nasional E1S Kategor Pengadilan Neger!
Ketas N Sumiah Parcara 00500 Tehun 2022

Gambar 1,13 Piagam Peringkal 2 Nasionad £15 Kafegor
Pangeditan Neged Kelas i Jumish Penera 0-500 Tahun 2022

EAR Rsi Dol F ALY LS

v 0 el T

B. KELEMAHAN (Weakness)
Kelemahar-kelemehan yang ada & Pengadilen Toiloh dinnci dalam beberapa
ASpE:
1. Aspex Proses Peradilan
# Dalam aplikasi E-Coulr
Dalam Penambahan Pihak berperkara pada aphicesl E-Courl kadang fidak bisa
langsung tersinkron pada aplikas SIPP sehingga Petupas Meja 2 hars mengingut
ulang pada aphkasi SIPP.q
+ [Dalam Persidangan secara Taleconference
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Tﬁdapatpmnuﬂahmdmrya:

Jaringan intemet di LP atau Kejaksaan fdak stsbi.

Adanya kelerbalasan media yang digunakan  dalam persidangan
fetsoonferance.

Adanya keterbetasan ssrana Video Teleconlerence pada masing-masing
mhmﬂammmﬁdmnumthmm mana apabda ada
kegiatan lain & masing-masing Satver yang menggunakan media Video
Teloconference skan menpeiibatkan keterlambatan dimulainys persidangan
video teleconference sehingga jadwal persidangan manjadi terhambal

Sering teadi gangouan audic antara Kefaksaan, LP dan Pengadilan Neger
Tolitoll pada sast persidangan feleconference  dilaksznakan sahingga
menguras enedgl dan malelabkan fidak hanya secars fisik skan tetapl juga
pikiran sehingga persidangan tidak efekt.

Sering tevjadl Saks yang Mdak terdengar suaranya sehingga permbukdian
porsidangan tidak efeklif

Pada saal persidangan telecantenence barang bukti sullt untuk diperihatian ke
Majelis Hakim,

Pada saal persidangan melalul leleconference dilsksanakan, pada saat Hakim
sedang bertanya kepada Tardakwa yang berada di LP, Terdakwa tersshut bisa
berhicara dengan orang lain sehingga pada saal persidangan Tardakwa bise
dipenganihi orang lain,

Faslanya pada saat diaksanakan persidangan teleconference Terdakws
ierkesan Bdak serus atau tdak sungguh-sungguh alau pura-pura tidak
mandengar dan Terdakwa cenderung barbali-belit sehingga melelahkan bagi
Hakim,

+ Tingkat keberhasiian medsasi belum efeldif, hal inl disebabkan oleh karena mediasi
di Pengadian Negeri Tolitol memang balum mengadi pihan viama bagl pencari
keadilan dalam penyelessian sengketaiperkara, Fakior penghambat kegagalan
madiesi di Pengadilan antara lain:

Wosmry A s

Kurargnya pengetshuan para pihak yang berperkara tenfarg keuntungan
penyelesalan perkara melshii mediasi.
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- Adanya peran pengacara yang menghambal mediasi kavena akan berimbas
pada financial fee yang mereka dapatkan dar para kian.

- mmmwmwmmmrpmnmmgmm_hmlm
dkarenakan kurangnya jumiah Juns Sumpah di Pengadilan Neger Tofitoll

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Paradilan

- Adanys kekurangan tenaga Staf untuk manangani administrasi perkara karena
umumnys para Slal yang ads juga merangkap isbatan kain sehingoa tidak
dapat fokus pada satu pekerjaan yang ditangan|.

- ASN yang di terima belum memanuhi kebutuhan pegawal yang di buluhkan
Penoadfan Negeri Tolloll
whmﬂummﬂmtmwmn;kmm| tugas
kejurusitsan, dan fidak ada pagawal yang bisa angkat menjadl Jurusila
Penggant.

- Kurangnya tenage (Stalf). membust Jurusiia dan Pandera Penapanti di
tempatkan  dibagisn-bagian untuk membanty melaksanskan pekerdaan
pekeraan |ainmya.
= Tak adanya staff di seliap bagian sehingga Para Panmued dan Kasubag
dalam melaksanakan fugas hanya dibantu oleh tenaga PPNPN,

3. Aspek Pengawassn dan Pembinaan
- Belum diterapkannya sanksi bagi hakim dan pegawai yang melakukan
pelanggaran secara proporsional.
4. Aspek Keleriangkauan Peradilan
- Bligya berpevkara yang masih dianggap mahal.
5. Aspek Sarana dan Prasaran
- Anggaran yang diterima oleh Pengadilan Megari Tolilioil belum sesual dengan
kebuluhan dan rencana yvang diaukan.
- Sarana dan prasarena leknologi informass ruang sidang anak yang balum sesuai
slandar.
- Tenaga Junsita yang ada sangal Gdak memadai untuk menangsni tugas
kejurusitaan, dan lidak aca pegawal yarg bisa angkat menjadi Jurusita Pengganti
= Kurangnya tenaga (54aff), membost Jurusita dan Paniiera Penggan &8 fampatkan
dibagian-tagian uniuk membantu melaksanakan pekerjaan pekerdaan @innya.
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. Tidak adanya stalf di sefiap bagian sehingga Para Panmud dan Kasubag dakam
metaksanakan tugas hanya dbantu oleh fenaga PPINPN,

C. PELUANG YANG DIHADAPI

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengaditen Negen Tolitod unfuk

malakukan parbaikan diinjau dar beberapa aspek
1. Aspek Proses Peradilan

Adanya Website Pengadilan Negerl Tallloll yang memberikan informasi kepada
masyarakat tentang alur dan proses parkara,

Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang up to dae
sehingoa pencar keadlan dapst mengetahui proses atau slur panyelesaian
parkara secara cepat, efekdif dan efisien,

Aplikasi Direkfori Pulusan Pengadilan Meger Tolitoll yang up to date sehingga
pancar keadilan dapat mengunduh [downboad) pulusan perkara jika perkara
tersebut sudsh pulus.

Adanya survel indeks kepuasan masyarakal pengguna layanan pengadilan
pada Pengadilan Negeri Talitali.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peraddan
» Adanya tunjengan kinefal remunerasl sebagal mofivasi dalam peninghalan

kinerje.

»  Adanya sosiallsasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadian

Tinggl Sulzwes! Tengah maupun Mahkamah Agung uniuk meningkatsan
kualias sumber dava manusia.

3, Aspek Pegawasan dan Pambinaan

Adanya kegistan pergawasan yang diaksanakan secara berkaia balk unfuk
intemal maupun eksternal ke pengadilan neger sewllayah hukum Pengadilan
Tingal Sulawesi Tengah.

Adanya Meja Pengaduan dan Maja Informasi yang menampung pengaduan
serta parmohonan informasl dan keberalan informas),

Adanya sisiem pengaduan daring (Siwas Mehkamah Agung Ri).

Adarnva lembar kerja pegawai daring melali aplikasi LLK SIMAR],

4, Aspek Tertib Administrasi dan manajemnan peradilan

~ L
v W enicaner APradioges lilere 82 8

F




- F = T
Fimgangdadoore |, Fogiw . Aariiegs

= Adanya Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwkayah husum
Pengadian Twggi Sulawesi Tengah.

* Koordinasi yang balk antar hakim dan pegawai dalam melsksanakan tertib
administrasi dan manajemen peradilan,

5. Aspek Sarana dan Prasarana

»  Budah tersedianya fasilies Teknologi Informasi di Pengadiian Meger Tkl
berupa jeringan intemet yang memada,

*  Adanya sidus web Pengadiian Negeri Talitoli,

0. TANTANGAN YANG DIHADAP! (Theats)

Berikut adalah fantangan-aniangan di Pengadiian Negeri Talitch yang akan
ditadapl dan harus dipikickan cara terbalk untuk telep dapal melakukan parbaikan
sebagalmana yang diharapkan:

1. Aspsk Proses Peradian.
* Kurang tepal waekhunya para pencari keadilan dalam mematuhi jadwal sidang.
= Masih banyaknya masyarskal yang befum bisa mengikuli leknciogi sehingga
mereka sangat periu dibantu dan disdukasi mengenai regulasi sera penggunasan

E-Cowrt untuk mendaftarkan perkara perdata di Penoadian Neageri Tolitod.

2 Aspek Sumber Daya Aperatur Peradilan
Masth kurangnya pegawsi, sehingga banyak pepewai di Pengadian Negeri Tolifol
yang merangkap dan kedepan akan banyak pegawai yang memasukl masa pensiun,
sementara defam penanmaan CPNS Pangadian Neger Tolitoli belem dapat memenuh
kebutuhan formasi yang oeal sehingga tidak sebanding dengan pengurangan pegawai
yang pensiun dan beben kerja yang semakin bertambah.

3. Aspek Barana dan Presarena.
Angparan yang dibarikan pusal uniuk penaadaan sarana dan prasarans bdak sesuai
dengan kabuluhan.
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VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VIS5 dan MISI

Reviy Rencana Strategis Pengadian Megar Tolof Tahun 2020-202¢ merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kineria dengan fahapan tahapan vang lerencana dan
iefprogram secara sistemabs medaiul panataan, penertiban, perbadan pangkajian, pengeloiaan
lerhadap sistem kebljskan unluk mencapai efekfivas dan ofesiensi Selanjulrya unfuk
Manmummmmmmwmmmmhﬁja
Pengacitan Neger Tobtof diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung
wmm.mmmmmmmmmmmmm
mmhmm:ﬂlmmmﬂmﬁmﬁlmumwmmmum
2020-2024,

1. Visi.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya
tugas pokok dan fungsi Pengadilan Meger Toliioll. Visi Pengadilan Meoged Tofoli
mengacy pada Mahkamah Agung Rl adalah ssbapai berikut -

"TERAWLIUDNYA PENGALRLAN MNEGER TOUITOL YANG AULMNG

Visi dmeksud bermakna sebagal berikul

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka unfuk menyelenggarekan peraddan
guna menegakkan hukum dan keadilan metalul kekuasasan kehakiman yang merdeka dan
panyelenggaraan peradilan yang jujur dan adi,

2. Mhsl
Misi adaleh sesuptu yang hanm demban atau dilaksanakan sesual visi yang
ditetapkan agar tujuan onganisasi dapal leraksana dan lerwujud dengan baik,
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Misi Pengaditan Neger! Tollok, adalah sabagai beriut
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tolitol
2. Memberikan Petayanan Hukum Yang Berkeadiian kepada Pencan Keadéan
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Neger Toiitol
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negerl Taiitoli
Unluk mewsjudkan Misi tersebut Pengadian Megeri Tolitell memiliki Matio yaltu
“TOLITOLr.

2.2 TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan Viei Pengadian Meger Tolill "TERWLILIDMYA
PENGADILAN NEGER| TOLITOLI YANG AGUNG ° maka Pangadilan MNeger Tolitoli
mempunyai iujuan yang hendak & capai, yaity;

1. Terwujudnys hepercayaan masyarakal ferhadap sistem peradian melalui proses
peradilan yang past, ransparan dan akuntabel;

2. Terwujudnya penvederbanasn proses penangeEnen perkara meisiui | pemanfaatan
teknologi informasi;

3 Menngkalnya akses peradian bagl masyarakat miskin dan terpinggirkan,

4. Terwujudnya psdayanan prima bagi masyarakal pencari keadilan,
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£} SASARAN STRATEGIS

desual dengan arah pembangunan bidang hukum yang teruang dalam RPJMN
Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewjudkan vsi Terwujudnya Pengadiian Neger
Towos yang Agung, masa Pengadilan Megen Toltol menetapkan sasaran stralegis sebagai
barikut:
Tabai 2 1 Sagaran Strategs

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1 Terwujudnya Proses Peradilen 2. Persentase Perkara Pesdata  yang
yang Past, Traneparan dan Diselesaikan Tepat Wakiu
Akuntabal b. Persentase parkara pidana yang
diselesaikan tepal wakly
G Puswniase  Pahlae  yag Tides
Mengajuken Unays Hukem Banding
d Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
e Perseniase Pekara Anak  yang
Diselesaikan dengan Diversi
1 Index Fersepsl FENCEN REadian Yang
Puss Tarhadap Laysnan Narsdian
Aumiab Pishigan Yang Mangounaian

T

Pardekatan Keadilan Restoratif
2. Peningkatan Eflsxlivitas 4. Pemsaniase Salinan Puluzan Perkars
Pengelolzan Penyalasaian Pardata yang disampaikan ke para
Perkara Pihak tepst wakiu

b Peisenisse Salinan Pulusan Perkama
Pidana yano dzampakan k8 para
pihak lepal waki
¢ Persentese Perkare yang Diselesaikan
Melaha Mediasi
1 Meningkatnya Akses Peradilar  a.  Persentase Perkara Prodeo yang
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bagl Masyarakat Miskin dan Diselesaikan
Terpinggikan b. Persenigse Perkara yarg Diselesaikan
di Luar Gedung Pengadilan
o Persariase Pencan Keadian Goiongan
Tertentu yang Wendspal Laysnan
Bartuan Hukim [Pashakom)
Meningkainya Kepatuhan Parsentase Pulusan Perkara Perdata yang
rhadap Putusan Pengadilan Ditinctak Eanjub [Dieksekusl)




BAB I
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI HASIOMAL

Rencana Pembangunan Jangha Menengah Masional [RPJMN} 2020-202¢
menipakan Eshapan terakhic dad Rencans Pemhangqunan Jangks Paniang Nasinnal [REIEN])
2005-2025 sehingga menjadl sangat penfing, RPJMN 2020-2024 akan mempengan
pencapaian largel pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan per kapita Indonesia
akan mancapal ingkat kesejahteraan sefara dengan nagara-negara barpanghasian menangah
atas (upcer-middisncome countryMIC) vana memilid kondisi infrastrukiur, Sualitas sumber
daya manusia, layanan publlk, serts kesejshteraan rakyat yang lebsh baik,

Sesual dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangks menengah 2020
2024 adalah mewujudkan masyarakat indonesia yang mandin, mau, adll, dan makmur medaiul
percapatan pembangunan 4 terbagal bidang dengan menekankan ftarbengunnya struichur
perekonomian yang kokoh barlandaskan keungguian kompetiif di berbagal wiayah yang
didukung olsh sumber daya mamusia yang berkualitas dan beedaya saing.

Rencana Pembangunan Jargka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan
penigbaran #las visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widedo -
K H. Ma'ruf Amén. Datam lima tahun ke depan, keberhasilan pambangunan datam mewujudkan
visi “Tersujudnya Indenesia Meju Yang Berdaulat, Mandir, dan Berkepritadian Berlandaskan
Goiong Royong”, dilaksanakan melaiul § misi yang dikenal sebagal Nawacita Kadua, yadu:

1. Peningkatan Kualias Manusia Indonesia;

Struktusr Exonomi yang Produkiif, Mandir, dan Berdaya Saing;

Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan,

Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

Kemajuan Budaya yang Mancarminkan Kaorbadéan Bangsa

Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korups!, Besmarizbal, dan Terpercaya;
Perindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Sakuruh
Warga;

8, Pangalolaan Pemeriniahan yang Bersih, Eleklil, dan Terpercaya.
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9, Smergl Pemerintah Dasrah dalam Kerangka Negara Kesatuan.
Misi tersebut dituangkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu |
Y. Memperkual Ketahanan Exonomi untuk Pestumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wiayah untuk Mengurengi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualtas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Permbangunan Kebudayaan:
5. Memporkual Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Exonomi dan
Pelayenan Dasar;
B. Membangun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan lkim;
7. Memperkuat Stabiitas Polhiskhankam dan Transformasi Pelayanan Publi,

AGENDA PEMBANGUMAN RPUMN 2020-2024

1. Mamperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
Peningkatan inovasi dan kialitas investasi merupakan modal utama wniuk mendarong
periumbuhan ekonomi yang kebih tinggl, berkelanjutan dan mensejahierakan secara afi
dan merata, Pembangunan ekonomi akan temmacu tinggd, inkusd dan berdaws saing
melai penpelolEan sumbér daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pengan dan
perianian sefta pengslolaan kelsuian, sumber deva &, sumber dava emergi, soda
kehulanan dan melalul akseleras peninghkatan nifai tfambeh agro-fshery industry,
kemaritiman, eneni, industr, pariwisata, sera ekonomi kreatif dan digital,

2. Margembangkan wilayah uniuk mengurang: kesanjangan dan menjamin pemerataan,
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
pemenchan dasar dengan memperhalikan hammonisas antara rencana pembangunan
dengan pemanfaatan ruang. Penosembanagan wiayah ini dagat dilskukan melalu:

i1) Pengembangan sekiorkomodilasfkegialan unggulan dasrah;

{2) Distribusi pusat-pusat perfumbuhan (PKW) ke wilayah balum berkembang;

(3} Penmgkatan daya saing wilayah yang inklusif;

4} Memperkual kemamouan SOM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung
gkonoemi unggulan daergh;

(5} Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan desar secara merata.
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3. Meningkatan sumbar daya manusia yang berkealies dan bardaya saing.

Manusiz merupakan modal wama pembangunan nasional uniuk manujl pambangunan

yang inklusii dan mersla & seluuh wilayah. Oleh sebab tu pemannian Indonesa

terkomitmen unduk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya

manusia yang sehal dan cardas, adaptif, novaiif, tarampil, dan berkarakier, melaiu-

{1} Pengendalian penduduk dan pengualan taia kelola

{2) Penguatan pelaksanaan perindungan sosial,

(3) Peninghkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
gemasta,

(4) Peningkatan pemerataan layanan Pandidikan beruaiitas;

i5) Peningkatan kualitas anahk, perampuan, dan pamuda,

{6) Pengentesan kemeskinan;

{7} Peningkatan produkiivitzs dan daya saing.

. Membangun kebudayaan dan karakier bangsa.

Pembangunan kebudayaan dan karalder bangsa memiliki keducdukan sentral dalam

karangka pembangunan nesional uniuk mewujudkan negara-negara bangsa yang maje,

modem, unggul, berdaya saing dan mampu berkompelisi dengan bangsa-tangsa lain.

Pembangunan karakier digksanakan secara hokstk dan intearatf dengan melibatkan

segenap komponan bangsa melaks:

{1} Memperkukuh ketahanan budaya bangsa,

2} Memajukan kebudayaen;

{3} Meningkatkan pemahaman, pergamalan. dan penghayatan nilal agama;

(4) Maninguatcan kuailas ketahanan keluargs:;

(5) Menirgkatcan budaya iterasi.

. Memperiuat infrastruktur untk mendukung pangembangan ekonomi dan pelayanan dasar,

Poriuatan  infrastrukiur  difuiukan untuk mendukung  aklivitas parekonomign  sera

mendorong pemarataan pembangunan nasional. Pembangunan infrasirukiur tersebut akan

didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah mekalui:

(1) Menjadikan keungguian wilayah sebagai acuan unluk mengstahul kebutuhan
infrastruichur wiiavan:

{2) Peningkatan pangaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pearmbangunan,

i3] Pengembangan infrasirukiur perkataan berbasis TIK,
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{4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah lidak eSsien;

{5} Mempermudsh perijfinan permbangunan infrastrukiur,

Membangun imgkungan hidwp, meningkalkan ketahanan bencana dan perubahan ikkim.
Pembangunan nasional peru memperhatikan daya dukung sumber daya alam, dan daya
tampung fngkungan hidup, kerentanan bencana dan perubzhan im, pembangunan
tersebut diarahican melziul kabijakan:

{1} Peningkatan kualitas ingkungan hidup;

(2) Peningkatan ketahanan bencana dan ikim;

{3) Pembangunan rendah karbon.

. Memperkuat stabilitas Polhwkhankam dan transformasi pelayanan publik.

Negara wafib terss hadir dalam mefindungi segenap bangsa, membesikan rasa aman serta
pelayanan publik yang berkualtas pada seluruh warga negara dan menegakkan
kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkakan fEte  kelola
pamedntahan vang baik dan transparan vang dapal diakses oleh semus masyarakat
metahs;

{1} Reformas) kelembagaan birokras untuk pelayanan publk berkuaitas;

{2) Meningkatkan hak-hak polith dan kebebasan siplt

(3} Memperbaiki sistern oeradilen. penataan regulasi dan tata kelola keamanen siber:

{4) Mempenrisdah akses Wermadap keadilan dan sistem anl korupsi;

{5) Mempenmudah akses lerhadap pelayanan dan perlindungan WHI di luar nagari.

PRIORITAS NASIONAL:

STABILITAS POLHUKHAMKAM DAN TRANSFORMAS! PELAYANAN PUBLIK
Pambangunan Polifk, Hukum, Pertshanan dan Keamanan (Pohukhankam] Indonesia
2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokras; supremasi hukum dan
penagakan hak asasi manusia: birckrasi yang bersih dan terpercaye. rasa aman dan
damai bagi seluruh rakyat, serta keutuhan wilayah Negara Kesaluan Republk Indonesia
dan kedauiatan negara dari berbagal ancamen, baik dari dalam maupun lar negerd. Arah
kebdakan pembangunan Polhikhankam lerfokus pada 5 bidang, yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasl,

2. Optmalisasi Kabljakan Luar Negen,

3. Pensgakan Skstem Hukum Masional,




& Reformasi Birokrasl dan Tata Kelola, dan
3. Pemantapan Stabiktas Keamanan Nasional,

AGENDA PEMBANGUNAN RPIMMN 2020-2024:
PENEGAXAN HUXLIM NASIONAL
Upays pembangunan hukum di Indonesla selama lima tahun ierakhir lerus
dilakukan. Namun indeks Rwe of Law Indoneska selama kurun waitu ima tahun terakhir
(2013-Z018) menunjukkan penununan, Menurut indeks lersebul, dimensi pembangtnan
hukumn indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradian (pidana dan
perdata), penegakan peraluran perUndang-Undangan, dan maraknya prakik korupsi. Dari
permasalahan ltersebul. maka isu sraleois peneaskan hukum nasional wang roeniadi
agenda pambangunan RPJMN 2020-2024 adalah;
1. Penatsan Regulasl
Target dari agenda penataan reguias| adaah pembenitukan lembage pengelola
roqulasl dan pembaruan substansi hukum,
2, Perbaikan Sistam Hukurm Pidana dan Perdats |
Target dari agenda perbalkan sistem hukum pidana dan perdata adalsh
pemyempumaan hukum ekongeni untuk mendukung temudahan berusaha;
penarapan pendekaian keadidan restoratif; dukungan T1 di bidang hukum dan
paradiian; serta peningkatan integritas dan pengawasan hakim,
3 Penguatan Slstem Anll Korupsi
Targel dari agenda penguatan sistem anti korupsl adalsh penguatan Implementasi
siralegi nasiongl pencegahan korupsi dan cpbmeisas mekanisme pemulihan dan
pengaiolasn sset
4, Penguatan Akses Terhadap Keaddan
Targat dar agenda penguatan akses terhadap keadilan adalah layanan keadilan dan
pemberdavaan hukem bagi masyarakat
Tabe! 3.1 Terget dan Indikeior Pembangunan Bidang Hukum

Program . T
broomas  Kegistan Priortas  Indikator m""‘m
Panagakan Penataan Regulasl Indeks Pembangunan 065 073

Hukum hiasional Huskum
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Persentase judicial 1215% B15%
rEviaw yang
dikabulkan cleh MK
Persentase judicial No0% 705%
e yang
dikcamailkan oleh MA
Porbalkan  Sistern  Penngkal EODB 120 70
Hukum Pidana dan  Indonesia untuk
Pardata aspek penegakan
konirak
Pelinghai CO0S 30 0
indanesia unkul
aspek penyelesaian
kepaiitan
Peringkal EODB b 1 20
Indomesia untuk
Rapek mendapatian
kredit
Perseniase  pelsku 1% 8%
residivis
Penguatan Sisten  indeks Perilaku Anl 4.00 414
Anli Komnips! Kornupsi
Paningkatan Akses Indeks Akses 65-70% T1-80%
Teradap Keadian  Tedadap Readian

1.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG

Arah kabliskan dan Siategl Mshkamah Agung tahun 2020-202% ditatapkan
herdesarkan Arah kebilskan dan sbaleg peerinkah diletankan setalah diskokan avalinsi
aies capaian keberhasilan arsh kebijgkan rencana sirategis periode 2015-2019. Sesua dengan
arsh pemisangunan bidang hukum yang tertuang daiam RPUMN tahun 2020-2024 lersabut di
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atas sera dalam rangka mewujudkan Visi Teraujudnya Badan Peradian indonesia Yang Agung,
migka hMabkamah agung menleapkan sasaran sirategis sebagal barikut:
1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:

Program penegakan dan pelayanan hukum ditujukan untuik men|alankan pefaksanasn
tugas dan fungsl ulama (Mandsfory) Mshkamah Agung, yaitu Menerima, Memerkea,
Mengadif dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai barikut -

a) Meingksinys penyelesaian perkara Mahkamah Agung.
b Terselesakannya penyelesaian parkars secara sederfsana, lepat wakiy, leransparan dan
akuntabe! di (ingkungsn Peraditan Umum.
i Tersalesalkannya penvelasaian perkara secars saderhana, transparan dan akuntabel df
Iingkungan Peradilan Agama.
d) Terselesalkannya penyelessian perkara secara sederhana, bansparan, cepal, blaya
ringan, dan akintabel & lingkungan Peradian Mililer den Peradilan Tata Usaha Negara,
Sasaran program ini merupakan turunan dan empat sasaran strabeqis yaitu.
a) Terwujudnya proses paradian yang pasti, fransparan dan akuntabel;
b} Peningkatan efiekiivitas pengeiolaan penyelesaian perkara;
¢l Meningkatnya akses peradilan bapi masyaraks! tespinggrkan:
dl Meningkatnya kepaluhan terhadso putusan pengadilan:

2. Program Dukungan Manajamen
Program dukungan manaiemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi uiama Mahkamah Agung dengan sasaran program:
a) Terwujudnya hasil persiian vang bedoaitas dan SO paradilan vang berkompeten.
b) Meningkainya pelaksanaan pengawasan kineda apparat peradilan secara optimal,
c) Meningkalnya layanan dukungan manajemen unfuk mendukung pelayanan prima
peradian.
Sasaran program ini menspakan junnan dari 4 sesaran siraleqis yailu:
a) Meningkalnya petaksanaan pembinsan bagi aparat ienaga leknis di lingkungan Peradilan;
b) Meningkainya pelaksenaan pengawasaan kinena aparat peradilan secara oplimal;
¢} Maningkanya pefaksanaan penalilian, pensitian, pendidikan dan pelalihan Sumber Daya
Aneratur i lingkungan Mahkaman Aguno:
d] Maningkalnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangen dan Aset.
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13 ARAH HEBIJAKAMN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI TOLMOLI

Bercasarvan arah kepyakan dan swaieg yang telah o tetepkan oleh Mahkaman
Agung R, maka Pengadifarn Meger Tolitoll menelsphan sasaran stalegs sobsgal barkut: valty:
1. Terwujsdnya Proses Peradilan Yang Past, Transparan Dan Akuntabel.

2. Peningkatan Efekiivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3, Meningkainya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan,
4, Meningkainya Kepaluhan Tedadap Pulusan Pengadian,
Dengan sesaran strategis di atas. Pengadilan Negeri Tofitol memiliki arah kebijakan dan sirategi
sebagai berikut
I, Peningwaian Kinarfa
Paningkatan kinera sangat menentukan dafam meningsatian sistem manajamen
perkara yang akuntabel dan transparan sehingge masyarsket pencan keaddan dapat
memperoieh kepastian hukum. Kingra sangat mempengaruhi linggi rendshnya angka
penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel
Peningkaian kinerja bertujuan untuk meningkatkan Integritss sumber daya aparai
peradian.
Hal-hal vang pery diperhafikan entuk mendukung kebliakan den strateoi
peningkatan kinena :
» Sigtem karr merupakan perbaikan dalam mekanlsme promosl dan mulasi sesuai
dengan kompsensi.
»  Penoawasan ekstermal dan intemal, Hal ini disebutkan unluk menfamin berjalantya
proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenubi rasa keadlan masyarakal
»  Menguassi Stendar Operasional Pekerjaan (S0OP) sesual bidengnya.
« [isamping Itu, perlu adanya dukungan satana den prasarana an lelnologl informasi
yang memadal untuk meningkatkan kinena.
2. Peningkatan kuakitas pelayanan public.
Dalam upaya uniuk meningkatkan kusitas pelayanan publlk, diperukan kebjakan yang
memperhatikan hal-hal sebagal berkut
= Memiliki standar pelavanan bagi pencanl keadilan mengalr dengan jelas hak can
kewajiban penyelenggaraan palayanan maupun penerima yanan.
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*  Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
*  Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi infarmasi untuk pelayanan pubkic.

14 KERANGKA REGULASI

Kerangka Resulss menmpakan kebutuhan regulasi bagi Pengadlan Neaar Tolitol
uniuk mendorong terwujudnya tjuan dan sasaran yang akan dilakukan, Requlasi tersebut
Mahkamah Agung susun dengan memperhatiian hasil moniloring dan evalyas Tarhiatap
betbagal peraluran perundang-undangan yang sudah ada serta berbage regulasi yang
diubunngn untuk mendukiing pelaksaniaan lgas ke depan.

Tt 2 2 arangka Reguissi
1 Peningkatan - Panysdstianaal - Gh Welia lsntang - Haklm
Penyalasaian nrreps hernakars nanmjlkan majalis . Kapandarsan
Parkara - Penguatan akses peda  hakim. Pengadilan
keadilan, - Penunjukan Mager
- Modermiasasi majels hakim yang
manajeman parkara. mEnangani
- Penalaan wiang weberalan  dalam
organtsasl manalemen  gugaan
perkara sederhana,
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Petugas  Direktor

Putusan.
- SR Retwa tentang
Penumuksn
profokoler
persidangan,
- 5K Ponunjikan
Tim  Relormasi
Birckrasi,
- oK ndang
Panangsnan
bantuan delegasi,
2. Optimalisssi - Peningkatan - Implementasi 5K
Manajermen penyelesaian perkara KMA tentang
Paradian - Peninghatan peicapatan
Whinun mgusibilifas s psieriagsian)
mesyargkal terhaden  perkea,
peradian. - Penambahan
- Peningkatan Kualtas  volume Penanganan
S0M Posbakum bagl
masyarakat kurang
FIT.
MO dangan
lembega  bantuan
Hukurmifdvokat.
= Gl Slandar
Pelayanan
Pengadian
- Penunjukon  TIR
Pamilihan Role
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Modal,
3 Peningkatan Optmalsasi - BK Kelua ftenlang Kesekretariatan
Dugmnigan pemanfaaten leknologi  Tim Pelaksana SIPP.  Pengadian
Manajamean nfANas,, pemngkatan - Penunusan  Admin Negen

dan huslitas sumber days dan Opsrator SIPP
pRisksanaan  manusia - Prmmjukan
lugas teknis Pangefala SKEF.
lainnya - Tim Panpaiola
Informasi dan
Dokumantas:.
4 Baana dan Feninghalan sardna dan - 5K Hetua lentang  Hesenelariatan
Prazarang prazarang  pendukung Pemherisiion Pengadiisn
wineda baner, papan Neger

aparatur peradilan, vis sl frapan
pengumuman dan

media informasi

iginerya yang dipajang
di zrea
gedung Pengaditan.
§  Optimalisasi - Peningkatan efekffitas - SK TIM  Audit
Pengawasan pangeliolaan infarnal sistam

- Peningkatan  kualims  Mutu,
pengawasan - BX Hakim
Pangawas Bidang
- Panunjukan Hakim
Pangawas Mediasi
- Panunjukan Hakim
Pengawas
Ckeakusl
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15 HERANGHA KELEMBAGAAN

Fenyusunan Keranges KelemDagaan a0sian menyispian perangeal sk
organises, ketalelsksanaan dan pengeturan mengenal pengeiclaan Aparatur MNegara
(ASN) di ingkungan Pengedian Negeri Tolitoli delam rangka mefaksanaian visi, misl, tujuan
dan sasaran yang felah difetspkan. Struktur onganisasi Pengadilan Negerl Toltoli disusun
bardasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015

Gambar 3.1 Strukdur Organisas! Pengadilan Neger! Toltod

STRUKTUR ORGANISASI
BENCAUIRANINE CERGTOTH O

____“_._. u~
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Lo necon B s (L Y8uliecee SO L

Peraluran Mahkamah Aguig nomos 7 lehue 2015 telang Organisesi dan Tala Rena
Kenaniteraan dan Kessrrefanatan Peraditan

Kepaniieraan Pengadilan Negeri Kelas i

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
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Pazal 70

(1) Kepanitaraan Pengadian Negeri Keias Il adalah aparatur tata ussha negara yang dalam
menj@ankan gas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Kehss
Pengadiian Negeri Kelas |I.

{2) Kepaniteraan Pengaditan Megeri Kelas |! dipimpin oleh Panitera,

Pasal 71

Wepaniteraan Pengadian Megen Kelas N mempunyai tugas melaksanakan pemberian

dukungan di bidang teknis dan adminisirasi periars serts menyelesalkan surat-surat ¥ang

berkaitan dengan perkara,

Pasal 72

Dalam melsksanakan fugas sebagaimena dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan

Pengadilan Megen Kalas || menyelenggarakan fungsi;

8. pelaksanaan koordinasi, pembinssn dan pengawasan pelaksansan Wgas dalam

parmberian dukungan di bidang teknis:

pelaksanaan pengalalaan administrasi perkara perdata;

pelaksananaan pengelolaan administrasi perkera pidana;

palakssnanasn pengelolaan administrasi parkara khusus;

pelaksananaan pengeiclsan sdministras! perkara. penyajian data perkara, dan

{fransparangi perkana;

pelaksenaan adminisirasi keusngan yang barasal dari APBN dalam program belmis dan

kewangan perkare yang ditetapkan berdasarkan peraiuran dan perundang-undangan,

minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
. pelaksanaan medias;
h. pemhbinaan lekns kepanitaraan dan kejurusitaan; dan
i pelaksanaan fungsl lain yang diberkan oleh Ketua Pengadilan Neger,

Paragraf 2 Susunan Oroanisas

Pasal T3

Kapanitersan Pengadilan Meger Kelas 1, terdin atas:

a. Paniters Muda Perdata;

b. Panilera Muda Pidana:

c. Paniders Mods Khusus;

d. Panilera Meda Hukum,
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Pasal 74
Fanilera Pengadilan Negeri Kelas Il mempunyai tugas melaksanakan permbsrian dukungan di
bidang leknis dan administras perkara serta manyelesaikan sural-surat yang berkaitan
dengan perkara,

Pasa 75
Dalem melaksanakan tugas sebagaimana dimeksud pada Pasal 74, Panllera Pengadiian
Negeri Kefas || menyelenggarakan fungsi:

a pelaksanaan koordingsi, pembinaan cen pengawasan pelaksanasn fugas dalam
pemberian dukungan di bidang teknis;
pelaksanaan penoelolaan adminisicasi perkara perdata:
pelaksananaan pengeiolaan administrasi perkara pidana;
pelalsananaan pengelolaan administrasi serkara khusus;
pelaksenanaan pengelolsan adminisirasi perkara, penyajian dats perkara, dan
transparanst perkara:

I pelaksenaan adminisirasi keuangen yang berasal dari APBN dalsm program teknig dan
keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan persturan dan perundangundangan,
minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

0. peleksanaan medkas

h. pembinaan leknis kepaniteraan dan kejurositaan; dan

I peleksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri,

Pasal 76

Panflera Muda Perdata memounyal lucas melaksanskan adminisirasi perkara df bidang

pardaia.

Pasal 77

Daam melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pesal 78, Panitera Muda Perdata

manyelangaarahan fungsi:

a. pelaksangan pamenksaan dan penalaahan kelanghkapan barkas perkara pardata;

b. pelsksanaan regisiras| perkara gugalan dan parmononan;

¢ pelaksanaan disiibusi perkara yang telah diregister unfuk dieruskan kepada Ketua
Majebs Hakm berdasarkan Penefapan Penunukkan Majeks Hakim dai Ketua
Fengadilan;

d. pelaksanasn panerimaan kembal berkes perkara yang sedah dipatus dan diminutas];

& B p oo
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pelaksanaan pemberitahuan isi putusan fingkat pertama kepada para pihak yang fdak
hadir,

pelaksenaan penyampaian pembaritshuan pulusan  finglal bandng, kasast dan
peninjauan kemball kepada para pikak;

pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding,
kasasi den peninjauan kembali;

pelsksanaan pengawasen terhadap pemberfiahuan isi pulusan upsya hukum kepada
para plhak dan menyampalkan refas penyerehan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi
dan Mahkamah Agung:

palaksanaan penerimaan konsinyasi:

pelaksanaan panerimaan permohonan eksekust

k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkars yang belum mempunys kekuatan husum

tetap,
pelaksanman penverahan berkas perkara vang sudah berkakuatan hukum lelap kepads
Panitera Muda Hukum;

m. pelaksanaan wusan tala usaha kepanllsraan: dan

m,

pefaksanaan fungs lain yang dibarian oleh Panitera

Pasal TH

Panitera Muda Pldana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara i bidang pidana.
Pasal T9

Dalam melaksanakan ugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana
menyelenggarakan fungsk

a.
b.
E.

pelzksangan pemeriksaan dan penslaahan kelengkapan berkas perkara pidang;
pelaksanesn regisirasi perkara pidana;

peleksanesn penerimaan permohonan  praperaddan dan  pemberifshuen  kepads
termohon;

peisksanzan dislibusi perkara yang telah diregister untuk dRervakan kepada Ketus
Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hskim dari Kefus
Pengadilan;

pelshsangan  penghilunpen. penviapan dan  pengiman penelapan  penalanan,
pErpanjangan penahanan dan penangguhen penahanan;
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pelaksanaan penerimaan pemchonan fiin penggelsdaban dan fin penyitean dad
penyidik:

0. peleksanaan panarimaan kernbal berkas perkara yang sudah diputus dan dmnutasi:
h. pelaksanaan pemberilahuan |si putusan fingkat periama kepada para pihak yang fidak

hadir;

pelakeanaan penyampaian pembertabuan putusan tingkat banding, kesasi dan
peninjauan kembali kepada para pihak;

peleksanaan penenimaan dan penginman berkas perkara yang dimohonkan banding,
kasasl dan peninfauan kemball;

. Delaksanaan peanjawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upava hukum kepada
para pihak dan menyampakan reles panyerahan 15 pulusan kepada Pengadilan Tinggl
dan Mahkamah Agung;

polaksanaan pemberitahuan isi pulusan upaya hukum kepada Jaksa Panuntut Umem dan
Terdakwa:

. pelaksanaan penarimaan permohonan eksekusi;

. pelsksangan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyal kekiatan huklm
tetap:

. pelaksanaan penyerahan berkas perkara wang sudah berkekuatan hukum lelap kepada

Fanitera Muda Huloem;

p. peleksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
q. pelaksanaan fungel lain yang diberkan oleh Panitera.

Pazal B0

Penilera Muda Khusus mempunya lugas melaksanaksn adminisitasi perkara di bidang
perkara khusus, antara lsn perkara niaga, penyelesaian perselisihan hubungan industnal,
tndak pidana korupsd, hek asasi manusia dan perkanan serla perkara khusos lsinnya yang
diperiukan.

Fasal 81

1} Jumilah Panitera Muda Khusus sebagaimana dimeksud dalem Pasal 80 yang dapal

diangkal paling banyak 5 orang.

A Jumigh Peniters Muda Khusus sebagsémana dimaksud pada aval (1) dientukan

berdasatkan kebuluhan dan beban kerda.
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Pasal B2

Dalam malaksanakan tugas sebapaimana dimaksud dalam Pagal 80, Panitera Muda Khusus

menyelenggaraan ungsi

a. pelaksanaan pemenksaan dan penelashan kelengkapan berkas perkara khusus:

h. pelaksanaan regmsiras perkara khusus;

G pelgksanasn penerimasn permohonan praperadian dan  pemberitahuan hepada
tarmchon;

d. pelsksaneen distribusi perkara yang teiah diregister untuk dileruskan kepada Ketua
Majeks Hakim berdasarkan Penelapan Penunjukkan Majglis Hatim dad Ketus
Pengaditan;

8. pelaksanzan penghilungan. penyiapan dan pengiiman penetapan penahanan,
parpanjangan penahanan dan perangguhan penshanan;

! pelsksan@an penenmasn permohonan ilin penggeledahan dan fin penyitsan dari
panyidik;

g. pelaksanaan penyiapan panunjukkan hakim pengawas dalam perkara kepadilan,

h. peleksanaan penarimaan kembali barkas perkara yang sudah diputus dan diminutast;

. peleksanaan pembaritahuan isi putusan fngkat periama kepada para pihak yang Sidak
hadir;

j peleksanaan penyampaian pemberitahuan pulusan fingkat banding, kasasi dan
paningauan kembali kepada para pihek;

k. pelaksanaan penerimasn dan pempiriman berkas perkara yang dimohonkan banding,
kasasi dan peniniauan kembali;

I. pelaksanaan pengawasan lerhadap pemberilahuan & pubssan upaya hukum kepada
para pihak den memyampakan relas penyesahan isi pulusan kepada Pengaddan Tinggi
dan Mahkamah Agung;

m. pelaksanaan pembentahuan Bi pulusan upaya hukum képada Jaksa Panunlut Umum dan
Tardakowa;

n. pelaksanaan penssimaan permohonan eksehusi,

o, pelaksengan penyimpansn berkas perkara yang belum mempunyal kekuatan hukum
fetan

p. polaksanaan peryerahan bevkas parkara yang sudah bercekustan hukum tetsp kepada
Panitera Muda Hukum;
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G pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

r.  pelsksanaan fungsi ken yang diberikan olah Panitera,
Pasal 83
Paniera Muda Hukun mempunyal lugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan
penyasian cata perkars, penatasn arsip perkara serta pelaporan.
Pasal B4
Dualam melaksanakan lugas sebagaimana dimaisud dalam Pasal 83, Panifers Muda Hukum
menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan pengurmpulan, pengaloisan dan penyajian deta perkara;

pelaksanaan penvaiian statistik perkara:

pelaksanaan penyusunan dan pengiiman pelaperan perkara;

pelaksanagn penataan, penyimpanan dan pemelharaan arsip perkars:

pelaksanaan kerja sama dangan Arsip Daersh unfuk penitipan berkas perkara,

dengan frensparans) parkara,

0. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dad masyarakat, hubungan masyarakal dan;

h. pelaksanaan fungsi lain yang dibarikan oleh Panilera.
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Bagien Ketujuh Kesearnetarizn

Pengadilan Negerl Kelas ||

Paragral 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 206

{1). Kesakretaratan Pengaditan Neger Kalas || adafah aparstur tala usaha negara yang
dalam menfalankan fupas dan fungsinya berada di bawah dan beranggung jawab
kepada Hebsa Penoadiian Meger Kelas |l

(7). Kesekretanatan Pangadilan Negen Kedas I dipimpin alah saorang Sekratans.

Pesal 2687

Kosekretariatan Pengadifan Neger Kelss || mempunyai fugas melsksanakan pambarien

dukungan & bidang adminisirasi. oranisasi. keuangan, sumber dava manusia, sarta sarana

dan prasarana di ngkungan Pengadilan Negen Kalas IL

Pesal 2BB
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Dalam melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 287, Kesekretariatan

Pengadilan Neger Kefas il menyelenggarakan fungsk:

penyiapan bahan pelaksanaan urisan perencanaan program dan snggaran;

pelaksanaan urusan kepegawaian,

PeiaksanaEan urusan kewangan;

partylagan bahan pelaksanaan penalaan organisasi dan tata laksana;

pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statisl;

pelaksanaan unisan sur menyural, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,

keprofokalan, hutwmgan masyarakat, dan perpustaksan; dan

9. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan
di ngkungan Kesekretarigtan Pengadilan Mageri Keles |1,

Paragrat 2

Susunan Organisasi

Pasal 283

Kesakretariatan Pengadian Megerd Kelas I, terdini atas:

& Subbagian Perencanaan, Teknologl Informasl, dan Pelaparan;

b. Subbegian Hepegawaian, Organisasi, dan Tala Laksana: dan

g Subbagian Urmum dan Keuanaan,

Pasal 280

Subbagian Perencanaan, Teknologl Informasi, dan  Pelaporan  memgpunyai  fugas

melaksanakan penyiapen baehan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran,

panoelaiaan loknolool informasi, dan statlsti, seda palakeanaan pemanfauan, evaluast dan

columentasi serta pelaporan,

Pasal 201

Subhagian Kepegawsian, Orpanisasi, dan Tata Laksena mempunyal lugas melaksanakan

penyiacan bahan pelaksanasn urusan kepenawsian, penalsan organisesi dan iata laksana,

Pasal 292

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyal fugas metaksanakan penytepan pelaksansen

urusan surat menyural arsip, perengkapan, rumah tanoga, keamanan, keprolokolan,

hubunpan masyarakal, perpusiakasn, serta pengelolzan kevangan.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PEMDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Wintuk mencapai visi, misl, fujuan dan sasaran siratagis, Pengadilan MNagar Tolicd
memiliki & lamnad) hijuan dan elsh dilengkani dengan sasarn siratenls, VAnD maninan
sondis! yang ingin dicapai secara nyats oieh Pengadiian Negeri Tolllol, Pencapalan tujuan
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4.7 KERANGKA PENDANAAN

Kaberhagtan Pangadian Negen Tolitoli dalam pencapsian target yarg ditstagkan telah
dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja
Namun, tenlu saa untuk mencapal target - targe! lersebul diperiukan bisya (anggaranidana)
untuk merealsasikannya. Terkait dengan target - target vang lelsh dietapkan, maka sumber
dana yang dperukan untuk merealisaskannya sepenulinga berasal dari APEN yang ferdin

dar:
1. DIPA {01) Badan Urusan Administrasi, mefiputl Belanja Pegawai, Belanja Barang,dan
Belanja Modal
2, DIPA [03) Badan Peradisn Umum, meliputi Program Peningkatan manajemen
Peraditan.
Alckasi anggeran dipergunakan unfuk melaksanakan berbagal program  sebagal
berkut:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Texnis Lannya Mahkamah
Agung.

Merupakan program untuk mencapai sasaran stralegis menciplakan sumber daya
manusia yang berkualtas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masysrakat,
keaiatan pokok vang diaksanaken dalam proaram ind meliputi ;
® Pamenuhan Kesejshlersan Hakim dan para pegawal di Enghungan
Pangadilan Tolifol.
® Pamenuhan Biaya operasional & Boghungan Pengadilan Negeri Toliol
(Biaya Pemeliharaan Gedung, rimah dinas, perawatan kendaraan, belanja
kepariuan perkanioran, langganan daya dan jasa)
® Pamenuhan Blaya non operssional (Pefalanan Dinas dalam rangka
pumbinaan dan Konsultasi)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Berujuan
unius mencapsl saseran stralegis dalam penyediasn sarana dan prasarana, Program
ini meliputi kegiatan :

® Pengadaan Teknolog
® [pformasi Pengadaan Alat Pengolah Data den Komunikasi
#® Pengadesn Peralatan dan Fasilifas Perkanioran
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® Pengadaan Alat Pengolah Dala dan Komunikasi Pendukung SIFP
3. Program Peninghatan Manajernen Peradilan Umum.

Merupaken program untuk mencapsi sasaran siralag dalam hal penyelesaian
perxara, terlib adminisirasi perkara, dan aksebilltas masyarakat terhadap peradilan.
Program inl mekputi beberapa keglatan

® Lzyanan Pos Bantuan Hukum bagl masyarakat tidak mampu,

® Perkara Peradian umum yang diselesaan difingkat perama dan banding

yang tepal wakiu,

Kerangka Pendanaan dapat dilihat pada Tabel Berikut
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BABV
PENUTUP

Reviu Rencans Strategis Pengedian Meger Tolitof 2020-2024 diarahkan unbuk
méerespon harhags tantangan dan pelueng sesual dengan unkan persbahan lingknevom siratenis,
baik yang bersifat intemal maupun yang bersifat ckstemal Dokumen Rencana Strategis ini
digunakan sebagai acuan dalam menyusun program Pengadilan Meger Toitoli  agar lsbih
lerencana dan terpadu,

Selanutya. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuks dari kemungiinen penibahan.
Melaki Renstra ini diharapkan dapat membaniu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan
pengukuran lingkat kebermasian techadep keglatan yang dikelols. Meningkatnya kesadaran
masyarakat skan pentingnya pangetahuan lentang hukum yang selaras dengan dinamlka yang ada
dalem masyarakat harus dirhgl dengan pesanya perkembangan tekncloal informasi dan
perubahan-perubzhan menuju kebalkan yang secara terus menerus dari wakin ke wakiu kits
tingkatkan.

Pengadilan Negeri Tolitoll akan melakukan percepatan penyelesaian parkara dengan
cara mensosialisasisan dan meninokatian muty teknofogi. Dengan Rencena Strasegis diharapkan
und-unit kera diingkungan Pangadilan Megen Tollol memillki pedoman yang dapal diadikan
penuniun bagi pencapaian arah, tjuan dan sasaran program selama lima lahun yaitu 2020- 2024,
sehingga visi dan mésl Pangadilan Mageri Tolitoli dapat terwujud dengan baik
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Muenimbang

Menpingat

Menetapkan

PENGADILAN NEGERI TOLITOL!

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI
NOMOR: W21.Ud/ 16 1OT.01.1/1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCAMNA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI TOLITOL! TAHUN 2020-2024

KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

: 8 Bahwa dalam rangia penyusunan arah dan kebijakan Pengadilan Negar Tofiol
Tahun 2020-2024 secara sistimatis, tepady dan selaras kebjaksn Mahkamah
Agung dan dengan Celak Biru Mahkamah Agung Tahan 2010-2035;

b. Bahwa untuk melsksanakan surat Sekrefars Mahkamah Agung  Nomor
MASEROT 0111212021 tanqnsl 13 Desember 2021 perihal Reviu Rencara
Strategis [RENSTRA] Tahun 2020-2024;

¢. bahwa untuk melaksanskan maksud di atas, perdy menstapkan kepulusan Ketua
Pengadilan MNegen Tolitoll tentang Tim Penyusim Revin Rencana Sirslegis
Pengadilan Negeri Tolitoll Tabun 2020-2024;

1. Undang-undang Nemar 48 Tahun 2008 tentang parubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1936 tlentang Peradilan Lmum,

2 Undang - undang MNomor 25 Tahen 2004 tentang Sitim Perencenaan
Pembangunan Nasionat,

3. Undang-undang Momor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembegunan Jangka
Panjang Masional Tahun 2020-2025;

4. Peraluran Presiden Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 tenteng Rencana
Pembangunan Jangka Menengeh Masional 2020-2024;

§. Poraluran Sekralis Mahkameh Agung Rl Momor 23TASEK/SKAVZ020 tentang
Rancana Strateqis Mahkamah Aguna Republik Indoneska;

MEMUTUSKAN
i KEPUTUGAN KETUA PENGADILAN NEGERI TOLI-TOLI TENTANG PEMBENTURAN

T PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGER| TOLFTOLI
TAHUN 2020-2024.




PERTAMA - mhmmmmmwmnmmenm
2(20-2024, dengan susunan sebagimana tercantum dalam Lamgiran yang mesupakan

bagian tidak tarpisahian dari kepuiusan ini:

KEDUA : Tim Penyusun Reviv Rencana Siralegs pengadilan Neqed Tolitoh Tahun 2020-3024
dalarm melsksanakan tugas sesuai dengan arshan Kelua dan Sekretaris Pengadian
Wager Toktoll,

KETIGA - Segala bisya yang imbul atas pelaksanasn keputusan in dibebankan pada Anggarm

DiPA Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun Anggaren 2022

KEEMPAT + Kepulusan ini mulai berlaku sejak tanggad di tetapkan dengan ketentuan batwa diadakan
perbaikan sabagaimana mastinys;




LABPIRAM:

REFUTUSAN KETL A PENCAINL AN MEGER]
TOLITOLI TENTANG PEMBENTURAN TIM
PENYURINAN REVIL RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGER] TOLTTOLE TAHUMN J020-2024
PN W2 1L 6/T 1, DR

TANGEAL:  ADIETIS 20
SUSUNANA TIM PENYUSUN
RIVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI TOLITOLI
TAHUN 2020-2024
JABATAN
MO MARA JABATAM DALAM TIM
Wakil Ketua
|| Ard Diami, $.H.M.H. Pengadilan Negeri Pembina
. |  Toltoh | 000000
) Andi Morling, § 1P i Sekrelaris Permanmonngimuwnh
3 | Arifin Batalipy Panitera Penanggungjawab
B Kasubbag Perencanaan,
4 | Mulii.S.Kom. Teknologi Informasi | Ketua Pelaksana
- dan Pelaporan
|5 | Mubammad Asyri Zulkifli Rukka, SH. | Panitera Muda Pidana Anggota
6 | Ahmad Munandar Syshrir, 5.E K"“"I"“ﬁ: "’“‘:‘“‘ o Anggota
| 7| Apungeahyadi, 5.H. Panitera Muda Perdeta Anggota
8 | Bhandes Licvaa Mado, S5 Panitcra Muda Hukum Anggow_ |

Ditetapkan di  Toliol

-T"FF‘-‘-' )] & :ﬂilﬂmm
: A PENBADILAN NEGERI TOLITOLI e




Mengingat

Memperhatikan

FPENGADILAN NEGERI TOLITOLI

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI
NOMOR: W21.U4/ 19 JOT.01.1/01/2023

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

|.44Bahwa berdasarksn Sural Kepubusan Seknstaris Mahkamah Agung Rl Momor -
ZITASER/BKNI2020 tanggal 18 Mel 2020 tentang Rencana Strategis Mahikamah
Agung Tahun 2020-2024;

¢, Bahwa dengan terbéinya Rencana Sirategis Mahkamah Agung Tahon 2024 maks
Pengadilan Neged Tololi peru menstapkan Reviy Rencana Stralegis Pengadilan
Meger Talilol Tahun 2020-2024;

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang peubahan kedua alas Undang-
indang Nomar ;14 Tahun 1985 fentang Mahkamah Agung;

2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistm Perencanasn
Pambsngunan Masional;

4. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentsng Rencana Pembagunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2020-2025;

4. Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomar: 18 Tahun 2020 fentang Rencana
Pambangunan Jangka Menangah Nasional 2020-2024;

5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 fenfang Organisasi dan Tata
Karjs Kapaniterasn dan Kesekratarizian di Pengadian;

B. Surat Keputusan Sekreteris Mahkamah Agung R.| Nomor 17 ASER/SKN20ZE tentang
Pengiapan indikelor Kinerja Utama Pada Pengadian Tingkat Banding dan
Pengadian Tingks! Pertama Di Lingkungan Mshkamah Agung R.1,

., Gural Sekretarts Mahkamah Agung Nomor 2B77SEK/OTIDE 1M 212022 tanggal 14
Desernber 2022 enlang Penyampalan Dokurmen Sakip Takun 2022,

Sural Kepulusan Sekretaris Mahkamah Agung FLI Nomor 1THSEK/SK/I2022 tentang
Penetapan Indikaior Kinerja Uterma Pada Pengadilan Tingkal Banding dan Pengadilan
Tingkat Pertama Df Lingkungan Mahkamah Agung R.L




PERTAMA

KETIGA

MENMUTUSKAN

t KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGER| TOLITOL| TENTANG PENETAPAN

REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI TOLI-TOL TAHUN 20:20-2024.

¢ Meniizphan Reviu Rencana Shrategis Pengadilan Neger Tolitoll Tahun 2020 - 2024, yang

beigi:

1. Tugas dan Fungs! Pengadian Neger! Tolltoi

2 Visi, Misi dan Sasaran Sirategis Pengadilan Negari Toitok

JArah Ketijakan dan Statesi, Keranoka Raeoulasi dan Heranoka Kalembagagn
Pengadian Meged Tollali

4. Targen Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengaditan Mageri Tolitall

MMWMWTMITMH 2020 - 2004 sabagaimana

dmaksud dalam diktum Kesstu monjadi dokumen persncanasn slralogis jangha

menengah Pengadilan Neqer Tedtol untuk pariads 5 {livrea’} taban fermitusa mulei fEhn
2020 - 2024,

: Keputusan |nd rmulal berdaku sejak tanggal detapkan, dengan ketentuan apabis di

ksmudian fvar ierdapat kekelingan ekan diperbaiki sabagaimana mastinya,

Ditetapkan di : Toliol

ARRI DJAML, 5.H. M.H,
Nip: 198009222006041002




MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
Pengadilan Negeri Tolitoli

Visi  : Terwujudnya Pengadilan Negeri Tolitoli yang Agung
Misi  : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tolitoli
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Tolitoli

4. Meningkatkan kredibilitas dan teransparansi Pengadilan Negeri Tolitoli

Indikator
Uraian Indikator Kinerja Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 Program Kinerja Target Kegiatan Anggaran
Kegiatan

Terwujudnya a Persentase Terwujudnya a  Persentase Penegakan Peningkatan 130Perkara  Perkaran Rp. 46.800.000.
kepercayaan Perkara Perdata 100% kepercayaan Perkara Perdata 100% 100% 88% 89% 90% dan Manajemen pidana yang
masyarakat yang masyarakat yang Diselesaikan Pelayanan Peradilan diselesaikan di
terhadap sistem Diselesaikan terhadap sistem Tepat Waktu Hukum Umum tingkat
peradilan melalui Tepat Waktu peradilan melalui pertama di
proses peradilan b Persentase proses peradilan b Persentase wilayah
yang pasti, perkara pidana yang pasti, perkara pidana 100% 100% 95% 96% 97% Sulawesi
transparan dan yang transparan dan yang diselesaikan tengah
akuntabel diselesaikan akuntabel tepat waktu

tepat waktu

¢ Persentase ¢ Persentase

Perkara yang Perkara yang 100% 100% 92% 90% 90,5 %

Tidak Tidak Mengajukan

Mengajukan Upaya Hukum

Upaya Hukum Banding

Banding

d Persentase d  Persentase

Perkara Yang Perkara Yang 100% 100% 95% 93% 93,5%

Tidak Tidak Mengajukan

Mengajukan Upaya Hukum




Upaya Hukum Kasasi

Kasasi

Persentase Persentase

Perkara Anak Perkara Anak 20% 20% 2% 2% 2%

yang yang Diselesaikan

Diselesaikan dengan Diversi

dengan Diversi

Index Persepsi Index Persepsi

Pencari Keadilan Pencari Keadilan 100% 100% 93% 935% 9%

Yang Puas Yang Puas

Terhadap Terhadap Layanan

Layanan Peradilan

Peradilan

Jumlah Putusan Jumlah Putusan

Yang Yang - - 5% 5% 6%

Menggunakan Menggunakan

Pendekatan Pendekatan

Keadilan Keadilan Restoratif

Restoratif

2 Terwujudnya Persentase 100% Peningkatnya Persentase enegakan Peningkatan 130Perkara  Perkaran

penyederhanaan Salinan Putusan Efektifitas Salinan Putusan 100% 100% 100%  100%  100% dan Manajemen pidana yang
proses penanganan Perkara Perdata pengelolaan Perkara Perdata Pelayanan Peradilan diselesaikan di
perkara yang Penyelesaian yang disampaikan Hukum Umum tingkat

disampaikan ke Perkara ke para Pihak pertama di

para Pihak tepat tepat waktu wilayah

waktu Sulawesi

tengah

Persentase Persentase

Salinan Putusan Salinan Putusan 100% 100% 100%  100%  100%

Perkara Pidana Perkara Pidana

yang yang

disampaikan ke disampaikan ke

para pihak tepat para pihak tepat

waktu waktu

Persentase Persentase

Perkara yang Perkara yang 100% 100% 5% 5% 5%

Diselesaikan Diselesaikan

Melalui Mediasi Melalui Mediasi

- hk:




3 Terwujudnya Persentase 100% Meningkatnya a  Persentase Program Peningkatan 240 Orang Perkara Rp. 24.000.000.
pelayanan akses Perkara Prodeo akses peradilan Perkara Prodeo 0% 0% 1% 1% 1% Peningkatan ~ Manajemen peradilan
peradilan bagi yang bagi masyarakat yang Diselesaikan Manajemen Peradilan umum yang
masyarakat miskin Diselesaikan miskin dan Peradilan Umum diselesaikan
dan terpinggirkan terpinggirkan Umum melalui sidang

diluar Gedung
Persentase ¢ Persentase pengadilan
Perkara yang Perkara yang 0% 0% 1% 1% 1% dan Pos
Diselesaikan di Diselesaikan di an
Bantuan
Luar Gedung Luar Gedung Hukum
Pengadilan Pengadilan
Persentase a  Persentase
Pencari Keadilan Pencari Keadilan
Golongan Golongan 100% 100% 100% 100%  100%
Tertentu yang Tertentu yang
Mendapat Mendapat
Layanan Bantuan Layanan Bantuan
Hukum Hukum
(Posbakum) (Posbakum)

4 Terwujudnya Persentase 40% Meningkatnya Persentase

kepastian hukum Putusan Perkara kepatuhan terhadap Putusan Perkara 15% 15% 2% 2% 2%
Perdata yang putusan pengadian Perdata yang
Ditindak lanjuti Ditindak lanjuti
(Dieksekusi) (Dieksekusi)




